BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak di
singgung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar

perkawinan sebagai mana Pasal 1, bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

’

vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas,
tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan”
dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan yang dimaksud adalah
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan suami
istri di dalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat yang penting dalam
masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan yaitu anak.Keberadaan
anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan
penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi
sandaran di kala usia lanjut. la dianggap sebagai modal untuk meningkatkan
peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.Oleh karena itu
kita tidak boleh menyakiti, menyia-nyiakannya, terlebih lagi menelantarkan anak,

karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tetapi juga aset bangsa.



Melalui suatu perkawinan di harapkan sekali hadirnya seorang anak. Anak
yang terlahir dalam perkawinan yang sah, maka ia mendapatkan status sebagai
anak sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Hal ini disebutkan dalam pasal 250 KUHPerdata sebagai berikut :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan,

memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah,
banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar
perkawinan.Salah satu faktor penyebabnya adalah pesatnya perkembangan zaman
dan semakin derasnya budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat
kita dengan membawa perubahan-perubahan yang mengarah pada pergeseran
nilai-nilai pandangan hidup serta pola pikir masyarakat, dan mengakibatkan
merosotnya penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang merupakan
pandangan hidup tiap-tiap manusia yang seharusnya di junjung tinggi. Seorang
anak yang lahir di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang
cukup memprihatinkanbaik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun
masyarakat setempat. Di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan
menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di

dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak.*
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Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam.
Akibat pengakuan timbul suatu hubungan keperdataan antara orang tua dengan

anak yang diakuinya seperti pada pasal 280 KUHPerdata yang berbunyi :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.Pengakuan hanya dilakukan oleh bapaknya, untuk ibu otomatis menjadi
ibu dan keluarga ibunya dari anak diluar kawin tersebut.Oleh karena itu status
anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut

adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.?

Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Ketentuan inipun berlaku bagi anak
yang di lahirkan dari perkawinan yang tidak di catatkan pada Pegawai Pencatat
Nikah.Perkawinan yang tidak di catat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan
tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut
menurut Undang-Undang di kategorikan sebagai anak luar kawin. Demikian pula
dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta
kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar

kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama dari

*http/kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/Status-Anak-di-Luar-Nikah-dalam-Kompilasi-Hukum-
Islam



bapaknya tidak tercantum, sehingga hal inipun menyangkut hak atas warisan dari

anak diluar kawin tersebut.

Fakta tersebut menunjukan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak
yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena
adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang
dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap
perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat di Indonesia.’

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang menjadi
dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran KUHPerdata sebagai
salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar
nikah.Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Hal ini sejalan juga
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU VI11/2010 mengenai status
anak luar kawin, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis
seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum
mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.Dengan demikian, maka anak luar kawin tersebut menurut hukum Islam,
Undang-Undang Perkawinan, serta KUH Perdata mempunyai hak untuk mewaris

harta dari orang tuanya.
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
menganalisis dan menuangkan dalam bentuk skripsi, bagaimanakah status anak
luar kawin tersebut dalam sistem hukum waris di Indonesia, teristimewa tentang
bagaimanakah hak dan kedudukan anak luar kawinserta pelaksanaan pewarisan

menurut hukum waris di Indonesia.

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, penulis menarik garis besar
peramasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin
yang diakui menurut hukum waris di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan pembagian warisan bagi
anak luar kawin yang diakui menurut hukum waris di Indonesia?
. Pembatasan Masalah
Di sini penulis hanya akan memaparkan tentang Pelaksanaan Pembagian
Warisan Bagi Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Islam, Undang-Undang

Perkawinan, serta KUH Perdata.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar

kawin yang diakui menurut hukum waris di Indonesia.



2.

Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pembagian warisan bagi

anak luar kawin yang diakui menurut hukum waris di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

a)

b)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
menambah bahan referensi bagi para peneliti lainnya, khususnya
dalam masalah pelaksanaan pembagian warisan atas pengakuan anak
diluar kawin.

Memperluas wawasan hukum Perdata khususnya tentang waris, serta
memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu
pengetahuan hukum, terutama menyangkut masalah pelaksanaan

pembagian warisan atas pengakuan anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

Bagi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, hasil

penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi skripsi dan pustaka

bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan

skripsi

sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama



menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Semarang.

F. Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan pustaka,pengertian
anak luar kawin,hukum waris, syarat ketentuan anak luar kawin yang diakui,

kedudukan anak luar kawin, serta hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, sumber data

yang digunakan, metode pengumpulan data, serta menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian terhadap
pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin
menurut hukum waris di Indonesia, serta perbandingan antara pelaksanaan

pembagian warisan bagi anak luar kawin menurut hukum waris di Indonesia.



BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan penelitian serta saran
mengenai kajian yuridis normatif tentang pelaksanaan pembagian warisan anak

luar kawin.



